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segala ae sua tu akan d.l ubab seperlunja, apabila d.i kemud La n hari ternjata 
terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. 

SALINAN Surat Keputusan ini dikirim untuk d.i.ke tahuf kepada 
1. Semua Departemen, 
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Boger, 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, 5. Direktorat Perdjalanan, 
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa, 
7. Kantor Urusan l?egawai di Djakar·t;a, 8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarte. 
9o Departemen Luar Negeri, 

10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. 
PETIKAN S':1rat Kepu tu aan ini di berikan kepada jan.g berkepentingan un tuk 

diketahui dan dipergunakan sebagainana mestinja.- 
Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 24 Nopember 1966. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SUKARNO 

~. 
a. segala seauatu jang berhubungan dengan penempatan dan perdjalanan jang 

ber sangku-ban , akan diatur dan di tetapkan lebih land jut oleh Menteri Luar 
Negeri. 

d erigan t j a ta tan, bahwa 

Sdr. SUWITO KUSUTuIOWIDAGDO 

Pegawai Utama Madya (P.G.P.H. 1961 Golongan F/VII), puda Departemen Lua:r 
Negeri 

Meneta.pkan : 
Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja jang baru, :meng­ 

augka t s ebagad, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Hepublik Indonesia 
pada Pemerintab Amerika Se:cikat berkedudukan di Washing·ton D.C., 

HEMUTUSKAN 

Menteri Luar Hegeri Republik Indonesia 

Menimbang a. bahwa be rhubung dipindahkannja Sdr. LAl.illER'.rUS NICODEMUS PALAR,· 
Duta Be aa r Luar Bi aaa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. _ 
pada Pemerintah Amerika Serikat:'berkedudukan di Washington :o.c ... ke Djakarta, dianggap perlu menga.ngkat seorang penggantinja ;- .· 

b, bahwa se». SUWITO KUSUI':IOWIDAGDO Pe gawaf, Utama Madya (P.G.P~:~.;. 
1961 Gol. F/VII) pada Departemen Luar Negeri memenuhi sjarat-• 
sjarat untuk pengangkatan tersebut ; · 

Undang-unde.ne Ho. 21 t ahun 1952 (Lembaran Hecara No. 78 trahun 1952). . Mengineat 
hlendengar "' jJ 

KA.MI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA 
NO. 248 TAHUN 1966. 

 


